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ABSTRAK 
 
 RIDHA AMALIA SUWARDI  ( B 111 11 302 ). “Tinjauan Sosio 
Yuridis Terhadap Perkawinan Poliandri Menurut Ketentuan Kitab 
Undang - Undang Hukum Pidana”, dibawah bimbingan H. M. Said Karim 
selaku Pembimbing I, dan Amir Ilyas selaku Pembimbing II. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a. bagaimana hukum pidana 
nasional dapat menjangkau perkawinan poliandri sebagai tindak pidana, b. 
Pertanggungjawaban   pidana   terhadap   pelaku perkawinan poliandri ,  
c. Faktor penyebab terjadinya perkawinan poliandri. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto dengan memilih 
Instansi yang terkait dengan perkara yaitu Pengadilan Negeri Jeneponto, 
Polres Jeneponto, Pengadilan Agama Jeneponto dan Kantor Urusan Agama 
Jeneponto. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode 
Kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan 
disajikan secara deskriptif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Hukum Pidana Nasional 
dapat menjangkau perkawinan poliandri sebagai suatu tindak pidana yakni 
ketentuan Pasal 279 KUHP dan Pasal 284 KUHP. b. Oleh karena pelaku 
perkawinan poliandri adalah orang yang mampu bertanggung jawab (tidak 
memenuhi unsur Pasal 44 KUHP), dan perkawinan tersebut dilakukan 
dengan sengaja (dolus) dan tidak ada alasan pemaaf, maka perempuan 
pelaku poliandri dapat dipertanggungjawabpidanakan. Kecuali laki-laki 
pasangan poliandri bisa bebas dari pertanggungjawaban pidana apabila si 
perempuan yang dengan sengaja menyembunyikan identitasnya, sehingga si 
laki-laki tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut terikat tali perkawinan. 
Akan tetapi jika laki-laki (pasangan poliandri) mengetahui bahwa 
pasangannya masih terikat tali perkawinan, maka laki-laki tersebut juga dapat 
dipertanggungjawabkan. Meskipun bisa terjadi ada kelalaian pada pihak laki-
laki, akan tetapi tidak ada rumusan delik karena kelalaian melakukan 
penikahan dengan perempuan yang sudah bersuami. c. Faktor penyebab 
terjadinya perkawinan poliandri adalah faktor ekonomi, Kurangnya Kesadaran 
dan Pemahaman Hukum Masyarakat, Suami tidak bertanggung jawab, Suami 
berangkat bekerja jauh dari istrinya, Gangguan Pihak Ketiga, Suami yang 
berpoligami dan Hawa Nafsu yang tinggi. 
 
Dengan terjadinya fenomena perkawinan poliandri, maka dipandang 
perlu perhatian khusus mengenai kasus – kasus perkawinan, khususnya 
mengenai aturan perkawinan poliandri, begitu pula pada pihak terkait 
(Pegawai Pencatat Nikah KUA) dan Dinas Catatan Sipil agar melakukan 
penyuluhan tentang ketentuan perkawinan dan perceraian serta dampak 
hukum atas pelanggaran ketentuan tersebut dan diperlukan kehati-hatian 
bagi petugas pencatat nikah dalam memeriksa kelengkapan berkas 
persiapan perkawinan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami atau disebut juga dengan monogami, namun dalam 
Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Seorang Pria yang 
beragama Islam di Indonesia dapat menikah sampai dengan empat orang 
istri atau yang disebut Poligami, tetapi seorang wanita tidak dibolehkan 
atau diharamkan menikah lebih dari seorang suami atau yang disebut 
Poliandri baik dalam aturan islam maupun undang – undang, terkecuali 
wanita tersebut telah melakukan perceraian secara sah di pengadilan 
agama sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku. 
Namun pada kenyataannya, terdapat seorang wanita memiliki lebih dari 
seorang suami (poliandri) tanpa ada perceraian sebelumnya secara sah di 
pengadilan agama.  
 Kondisi seperti ini sudah sangat memprihatinkan, jelas Nampak 
bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengabaikan 
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dalam undang – 
undang no. 1 tahun 1974 dan juga merupakan pelanggaran terhadap 
ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. Walaupun terdapat kasus 
dimana perkawinan juga di Sah-kan oleh pihak Kantor Urusan Agama.  
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 Masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran hukum secara 
terang – terangan yang disengaja tanpa mengetahui dampak dari 
perbuatannya yang melanggar norma – norma hukum yang berlaku di 
masyarakat disebabkan karena tidak adanya kesadaran diri sendiri dan 
kurangnya pemahaman sehingga membuat para pelaku yang melanggar 
hukum menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan yang mereka 
inginkan. 
 Dengan demikian, terjadinya pernikahan kedua seorang 
perempuan yang telah memiliki seorang suami kemungkinan dilakukan 
dengan cara pernikahan siri ataupun melalui kantor urusan agama, hal ini 
tentunya memiliki pertanggungjawaban yang berbeda dalam ketentuan 
hukum positif. Karena masing – masing memiliki unsur yang berbeda. 
Pada dasarnya pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat di 
kantor urusan agama, hal ini terjadi sebelum adanya ketentuan mengenai 
hukum perkawinan yang dituangkan dalam Undang – undang hukum 
perkawinan No. 1 tahun 1974. Namun dalam praktik saat ini, ketentuan 
tersebut tidak teraplikasikan dibeberapa masyarakat. Karena masih 
banyak yang melakukan pernikahan yang tidak tercatat sehingga 
dikatakan sebagai pernikahan siri yang sah menurut ketentuan agama 
namun dianggap tidak ada dalam hukum positif.  
 Jika ditelusuri lebih jauh, anggapan mengenai nikah siri’ memang 
pada dasarnya sah secara agama, karena sesuai dengan rukun dan 
syarat perkawinan secara agama (Islam), salah satunya yaitu adanya wali. 
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Secara garis besar wali nikah terbagi atas wali nasab dan wali hakim. Wali 
nasab adalah wali dari pihak kerabat atau yang memiliki pertalian 
keturunan dengan yang dinikahkan sedangkan wali hakim adalah  pejabat 
yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan 
tertertentu dan dalam sebab tertentu. Namun pada praktik terdapat wali 
dalam pernikahan siri’ bukan wali yang sesuai dengan ketentuan yang 
telah disebutkan sebelumnya, maka bisa saja perikahan tersebut 
bukanlah pernikahan yang sah. 
 Sadar atau tidak sadarnya manusia kejadian tersebut dipengaruhi 
oleh peraturan – peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu 
dan mengatur hubungan antar  manusia agar lebih teratur. Peraturan – 
peraturan atau petunjuk – petunjuk hidup itu memberi cerminan perbuatan 
mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Tatanan 
dalam masyarakat ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat 
memaksa. Hal itu adalah untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, 
peraturan yang demikian inilah yang disebut peraturan hukum atau 
tatanan hukum. Namun terjadinya suatu tindakan kejahatan yang 
seringkali ditemukan dalam masyarakat menunjukkan bahwa belum 
optimalnya penegakan hukum dalam suatu Negara serta kurangnya 
kesadaran hukum dalam masyarakat untuk mengurangi timbulnya suatu 
tindak kejahatan. 
 Sebagai Negara hukum yang menjunjung perdamaian dan 
mengedepankan nilai – nilai agama, maka sejak dini Indonesia 
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seharusnya memiliki pemahaman khusus tentang dampak dari suatu 
tindakan yang melanggar hukum. Khususnya untuk daerah – daerah 
terpencil yang masih minim informasi tentang pelanggaran – pelanggaran 
hukum yang khususnya tentang syarat – syarat sahnya melakukan suatu 
perkawinan tanpa ada dalih apapun yang belum tentu benar dan 
mempengaruhi masyarakat untuk melakukan suatu pelanggaran yang 
akhirnya tindakan tersebut memicu pada tindak perzinahan. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik 
untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan 
judul : “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Poliandri Menurut 
Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana” yang terjadi di 
Kabupaten Jeneponto” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 
Penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1 Apakah hukum pidana nasional dapat menjangkau perkawinan 
poliandri sebagai tindak pidana ? 
2 Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 
perkawinan poliandri ? 
3 Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan 
poliandri? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 
penelitian, yaitu : 
1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana nasional dapat 
menjangkau perkawinan poliandri sebagai tindak pidana  
2. Untuk mengetahui  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 
perkawinan poliandri  
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan poliandri  
 
 
D. KEGUNAAN PENELITIAN 
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian  ini yaitu sebagai 
berikut : 
1. Secara Teoritis 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi dan 
sebagai referensi oleh mahasiswa dalam Penulisan yang terkait 
dengan perkawinan poliandri 
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak praktisi hukum 
dalam menangani perkara tentang perkawinan poliandri yang terjadi di 
dalam masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. SOSIO YURIDIS 
1. Pengertian Sosio Yuridis 
 Sosiologi Hukum di awali oleh Anzilloti pada Tahun 1882 yaitu 
yang memperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi 
hukum dan juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu 
hukum dan sosiologi hukum. Dimana filsafat hukum adalah yang 
menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum yaitu aliran Positivisme 
yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
yang lebih diatas derajatnya dengan maksud bahwa yang paling 
bawah adalah Putusan Peradilan dan diatasnya adalah Undang -
Undang dan Kebiasaan dan diatasnya lagi adalah Konstitusi dan 
diatasnya lagi adalah Grundnorm yaitu dasar atau basis sosial dari 
hukum yang merupakan salah sat obyek pembahasan didalam 
sosilogi hukum. Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan Ilmu 
Hukum yang menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial, 
banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Kemudian 
sosiologi yang berorientasi pada hukum menurut pendapat Emile 
Durkheim, Max eber, Roscoe Pound yang berpendapat bahwa dalam 
setiap masyarakat selalu ada solidaritas, ada yang solidaritas organis 
dan ada solidaritas mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat 
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sederhana, hukumnya bersifat reprensip yang diasosiasikan seperti 
dalam hukum pidana. Sedangkan solidaritas organis yaitu terdapat 
dalam masyarakat modern, hukumnya bersifat restitutif yang 
diasosikan seperti dalam hukum perdata. Dengan demikian dalam 
upaya pembangunan sistim hukum harus memperhatikan Konsititusi 
dan Kebiasaan yang hidup didalam masyarakat, karena jika hukum 
positif yang diberlakukan didalam masyarakat tidak sejalan dan 
bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat maka 
dapat dipastikan hukum positif atau undang-undang tersebut tidak 
dapat berjalan dengan efektif. Sosiologi Hukum adalah suatu cabang 
ilmu pengetahuan yang secara analistis dan empiris yang 
menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 
dengan gejala-gejala sosial lainnya. (menurut Soerjono Soekanto). 
Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya sosiologi hukum (sociology 
of law) adalah pengetahuan hukum pada pola perilaku masyarakat 
dalam konteks sosialnya. (menurut Satjipto Raharjo). Kemudian 
sosiologi hukum di Indonesia berkembang dan menurut R. Otje 
Salman bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari 
hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial 
lainnya secara empris analitis. Analisa sosiologi yang berdasarkan 
metode pendekatan dan fungsi hukum, pada pokoknya terdapat 
unsur-unsur seperti sosiologi hukum pendekatan intrumental, 
pendekatan hukum alam dan karakteristik kajian sosiologi hukum. 
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dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, 
perbandingan yuridis empris dan yuridis normatif, hukum sebagai 
sosial kontrol serta hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, 
merupakan tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang 
hidup didalam masyarakat, apakah norma atau kaidah tersebut 
dipatuhi atau untuk dilanggar, apabila dilanggar bagaimana 
penerapan sanksi, bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Norma 
atau kaidah yang hidup didalam masyarakat tersebut dipengaruhi oleh 
kondisi internal maupun eksternal dari masyarakat itu sendiri. Tujuan 
dan maksud dalam membahas serta menganalisa tentang sosiologi 
hukum, secara tidak sadar meresap dan hidup didalam kehidupan 
masyarakat baik secara internal maupun secara eksternal didalam 
melakukan interaksi sosial, yaitu dengan menggunakan metode 
pendekatan sosiologi hukum dan perbandingan yuridis empris dengan 
yuridis normatif adalah merupakan standarisasi sebagai objek pokok 
pembahasan sosiologi hukum. Jelas terlihat berdasarkan definisi para 
ahli diatas, sosiologi hukum adalah segala aktifitas sosial manusia 
yang dilihat dari aspek hukumnya. (Meutia Nadjib, 2013;6-8) 
 
2. Unsur – Unsur Sosio Yuridis 
 Sosiologi hukum didalam ilmu pengetahuan, bertolak pada apa 
yang disebut disiplin ilmu, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan, yang 
meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum (perskriptif). Disiplin 
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analitis, contohnya adalah sosilogis, psikologis, antropologis, sejarah. 
Sedangkan disiplin hukum meliputi ilmu-ilmu hukum yang terpecah 
menjadi ilmu tentang kaidah atau patokan tentang prilaku yang 
sepantasnya, seharusnya, ilmu tentang pengertian-pengertian dasar 
dan sistem dari pada hukum dan lain-lain. Terdapat beberapa 
pendekatan dalam sosiologi hukum, diantaranya :  
1. Pendekatan Instrumental.  
Menurut pendapat Adam Podgorecki yang dikutip oleh Soerjono 
Soekanto yaitu bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin 
ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentraman dari 
berfungsinya hukum, dengan tujuan disiplin ilmu adalah untuk 
mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari 
secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang mempunyai 
dasar yang akurat.  
2. Pendekatan Hukum Alam.  
Menurut Philip Seznik yaitu bahwa pendekatan instrumental 
merupakan tahap menengah dari perkembangan atau 
pertumbuhan sosiologi hukum dan tahapan selanjutnya akan 
tercapai, bila ada otonomi dan kemandirian intelektual. Tahap 
tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan 
sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada 
ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahapan ini, seorang sosilog 
harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat 
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menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu 
sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada 
keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. 
(Rule of Law menurut Philip Seznick).  
 
Suatu tatanan hukum pasti memiliki dasar-dasar sosial dari 
hukum tersebut atau biasa disebut sebagai basis sosial dari hukum, 
misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah 
Pancasila dengan ciri-ciri adalah musyawarah/mufakat dan 
kekeluargaan. Sedangkan efek - efek hukum terhadap gejala sosial 
adalah UU anti rokok, UU Narkoba , UU Hak Asasi Manusia dan lain-
lain sebagainya. Dengan tidak terlepas dari pendekatan instrumental 
dengan bertujuan untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan 
ketertiban yang didasari secara rasional dan dogmatis dan 
Pendekatan Hukum Alam dan kritik terhadap pendekatan positivistik 
Tujuan utama sosiologi hukum yaitu mengkaji fenomena hukum 
didalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, 
pengungkapan (revealing) dan prediksi. Karakteristik kajiannya adalah 
dimana sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi 
terhadap praktik - praktik hukum yang dibedakan kedalam pembuatan 
undangundang, penerapan dalam pengadilan, mempelajari dan 
bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum. 
Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sosial 
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masyarakat itu terjadi, sebab - sebab, faktor yang berpengaruh dan 
sebagainya. Kemudian sosiologi hukum menguji kesahihan empiris 
dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu 
memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai di 
masyarakat tertentu. (Meutia Nadjib, 2013;8-11) 
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B. TINDAK PIDANA 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang – 
Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit 
dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang 
merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana,  
Tindak Pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 
perisiwa – peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 
ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang 
dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat.   
 Menurut Simon Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau 
perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang – undang , 
bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahann oleh 
seseorang yang mampu bertanggung jawab. (Erdianto Effendi, 
2011:97) 
 Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan 
pengertian “Tindak Pidana adalah Suatu tindakan pada tempat, waktu 
dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh pidana Undang – Undang, bersifat melawan 
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hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu 
bertanggung jawab).” (Erdianto Effendi, 2011:99 ) 
 Adapun Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah 
Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa pidana, dengan 
istilah : 
1. Strafbaar Feit adalah Peristiwa Pidana; 
2. Starfbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, 
yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman 
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal  
 Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri 
atas 3 (tiga) kata, yaitu : 
1. Starf artinya pidana, dalam kaitanya dengan istilah Strafbaarfeit 
secara utuh, straff diterjemahkan juga dengan kata hukum. 
2. Baar mempunyai dua istilah yang dipergunakan yaitu boleh dan 
dapat 
3. Feit mempunyai empat istilah yaitu Tindak, Peristiwa, Pelanggaran 
dan Perbuatan  
 Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa 
asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman (pidana). 
Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit sebagai berikut : 
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“Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” (Amir Ilyas, 
2012:19) 
 Istilah Strafbaarfeit yang pernah digunakan baik dalam 
perundang – undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur 
hukum diterjemahkan oleh beberapa sarjana hukum yaitu sebagai 
“Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Delik, Pelanggaran Pidana, 
Perbuatan yang boleh dihukum, Perbuatan yang dapat dihukum, 
Perbuattan yang dapat dihukum dan Perbuatan Pidana”.  (Adami 
Chazawi, 2012:67-68) 
 Maksud dan tujuan diadakannya perbedaan istilah – istilah 
tersebut untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing Strafbaarfeit, 
walaupun pada dasarnya belum jelas apakah mengalihkan bahasa 
dari istilah asing dimaksudkan juga untuk mengalihkan makna dan 
pengertiannya. 
 Tindak Pidana diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar  pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan 
yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan 
diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya 
sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle of Legality) asas 
yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 
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perundang – undangan, yang dikenal dalam bahasa latin sebagai 
Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali (Tidak ada 
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 
 Tindak Pidana merupakan dasar pada suatu kesalahan yang 
dilakukan terhadap seseorang pada suatu tempat, waktu dan keadaan 
tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana 
oleh Undang – Undang yang bersifat melawan hukum, sehingga atas 
perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab atas segala 
bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan 
bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana 
yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman 
pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya. 
 Berdasarkan pengertian diatas maka menurut Amir Ilyas 
“Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur – 
unsur sebagai berikut : 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang – Undang (mencocoki 
rumusan delik) 
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan 
3. Tidak ada alasan pembenar. (Amir Ilyas, 2012:28) 
 Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Tindak 
Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukum pidana. (Adami Chazawi, 2012:75)  
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2. Unsur - Unsur Tindak Pidana 
 Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang, 
yaitu sebagai berikut : 
1. Sudut Pandang Teoritis 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, baik itu 
penganut paham dualisme maupun paham monisme yang 
tercermin pada bunyi rumusan yang dibuatnya. 
2. Sudut Pandang Undang – Undang 
Sudut pandang undang – undang artinya bagaimana kenyataan 
tindak pidana (delik) itu dirumuskan menjadi delik tertentu dalam 
pasal perundang – undangan yang ada 
 Rumusan – rumusan tindak pidana dapat diketahui adanya 11 
unsur (Adami Chazawi,2012:82) dalam KUHP, yaitu : 
1. Unsur tingkah laku 
2. Unsur melawan hukum 
3. Unsur kesalahan 
4. Unsur akibat konsitutif 
5. Unsur keadaan yang menyertai 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
7. Unsur tambahan untuk memberatkan pidana 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
9. Unsur objek hukum tindak pidana 
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
17 
 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 Dari unsur – unsur di atas, terdapat dua unsur diantaranya 
kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, 
sedangkan selebihnya berupa unsur objektif yaitu semua unsur 
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan – keadaan tertentu yang 
melekat (sekitar) pada perbuatan objektif tindak pidana (Delik). Yang 
termasuk unsur Objektif, yaitu : 
1. Unsur tingkah laku 
2. Unsur akibat konsitutuf 
3. Unsur keadaan yang menyertai 
4. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
5. Unsur tambahan untuk memberatkan pidana 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana 
7. Unsur objek hukum tindak pidana 
8. Unsur Kualitas subjek hukum tindak pidana 
9. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif mislanya 
melawan hukumnya pada tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) 
terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak 
pemilik (melawan hukum objektif). 
Unsur-unsur tindak pidana (Delik) menyatakan : 
“tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur lahir, oleh 
karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang 
18 
 
ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Selain itu, 
kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana biasanya 
diperlukan juga ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan.” (Leden Marpaung 2005: 10) 
 
3.  Poliandri dalam Hukum Pidana. 
 Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan mengatur bahwa pada asasnya seorang pria 
hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami. Penyimpangan dari asas monogami 
sering dikenal dengan istilah Poligami atau Poliandri. Pengertian 
Poligami yaitu perkawinan seorang laki-laki terhadap beberapa wanita 
untuk menjadikan istrinya dalam waktu yang bersamaan, namun hal 
ini  dibolehkan oleh undang undang perkawinan pada Pasal 3 ayat (2) 
tahun 1974 sesuai dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan 
Pengertian Poliandri yaitu perkawinan seorang perempuan terhadap 
beberapa laki –laki untuk dijadikan suaminya. Dalam hal poligami 
pengadilan telah memberikan izin sesuai dengan Undang – Undang 
Perkawinan, sedangkan poliandri baik dalam aturan hukum maupun 
agama sama sekali tidak terdapat aturan mengenai poliandri yang 
berarti jelas bahwa poliandri tidak dibolehkan dari sudut pandang 
apapun. Hal ini juga ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan 
yakni Pasal 9 UUP, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan 
19 
 
dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP. 
 Permasalahan akan timbul apabila seseorang melakukan 
poliandri, yakni seorang wanita melakukan perkawinan lagi tanpa 
bercerai secara sah di depan pengadilan terhadap suami sebelumnya.   
   Adapun pemahaman dari sudut pandang agama islam 
perceraian secara lisan dapat dikatakan sah secara agama, dimana 
seorang suami menyatakan talak untuk istrinya namun dalam hukum 
positif suatu perceraian sah apabila dilakukan di depan pengadilan 
agama sesuai ketentuan dalam pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 
tahun 1974 tentang perkawinan. 
 Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  seseorang 
dapat dipersalahkan apabila melakukan perkawinan 
sedangkan diketahui terdapat halangan baginya atau pihak lain masih 
terikat perkawinan dengan pihak lain. Dalam unsur yang 
memberatkan, adanya penghalang perkawinan itu dilakukan karena 
diketahui masih ada perkawinan dengan  pihak lain. Dengan demikian, 
maka hukum nasional terutama dalam ilmu hukum pidana, perkawinan 
menganut asas monogami. 
 Sehingga seseorang yang masih terikat perkawinan tidak 
dibenarkan untuk kawin lagi dengan pihak lain. Dengan menggunakan 
ukuran asas monogami, maka terhadap perkawinan yang 
dilangsungkan “dimana salah satu terikat perkawinan”, dapat dijatuhi 
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pidana. Sehingga terhadap kasus poliandri dapat dijatuhi “sanksi 
pidana”. (Musri Nauli,2013.Poliandri dalam sudut pandang hukum, 
4.http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html, [1 November 2014]) 
 
4. Tindak Pidana Melakukan Perkawinan Padahal Ada Halangan 
Baginya. 
 Dalam pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dalam undang – undang nomor 1 tahun 1974, 
dan akan menjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang 
berlaku dalam hukum pidana apabila sesorang tidak memenuhi 
peraturan tersebut. 
 Beberapa fakta menunjukkan salah satu alasan melakukan 
perkawinan kedua yang dilakukan diluar ketentuan dengan dalih 
sudah tidak saling mencintai lagi dan sebagainya. dengan kata lain 
banyak hal – hal yang dijadikan alasan untuk melakukan suatu 
perceraian, dan dalam praktik pula pihak – pihak yang berkeinginan 
untuk melakukan perceraian karena menginginkan perkawinan lagi. 
Namun terdapat pula yang melakukan perkawinan kedua (poliandri) 
yakni seorang istri ingin memiliki suami lagi tanpa melakukan 
perceraian dengan suaminya di depan pengadilan.  
 Dalam ketentuan KUHP seseorang yang melakukan 
perkawinan lagi  tanpa memenuhi ketentuan UU No.1 tahun 1974 
tentang perkawinan (seorang istri menikah lagi tanpa bercerai dengan 
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sah di depan pengadilan dengan suami sebelumya)  maka salah satu 
aturan yang dapat digunakan untuk menjeratnya yaitu Pasal 279 
KUHP yang rumusannya sebagai berikut : 
(1) Dihukum penjara selama – lamanya lima tahun : 
1. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa 
perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah 
baginya akan kawin lagi. 
2. Barangsiapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa 
perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan 
menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin 
lagi. 
(2) Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang 
diterangkan di Pasal 1 ayat (1), menyembunyikan kepada pihak 
yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi 
halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama – 
lamanya 7 tahun. 
(3) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam 
Pasal 335 No. 1-5. 
 
Penjelasan 
Unsur Subjektif : 
 Unsur “Barangsiapa” ini terkait dengan eksistensi seseorang 
sebagai subjek hukum. Hal ini terkait dengan kemampuan seseorang 
untuk dimintai pertanggungjawaban di depan hukum 
Unsur Objektif : 
1. “Yang kawin” berarti adanya perkawinan yang diselenggarakan 
dilakukan dengan melalui proses tata cara atau prosedur yang 
diatur baik dalam ketentuan hukum maupun kebiasaan 
masyarakat. Sepasang calon mempelai tidak akan dapat 
mengadakan perkawinan apabila hanya berdua saja dalam sebuah 
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ruangan atau tempat tertutup, tanpa terpenuhinya syarat – syarat 
atau rukun nikah 
2. “Diketahuinya bahwa perkawinannya yang suda ada” (Pasal 1) 
unsur ini mengandung makna bahwa seseorang yang hendak 
melaksanakan  perkawinan, secara sadar bahwa dirinya masih 
terikat oleh perkawinan dengan yang lain sebelumnya. 
3. “Mengetahui perkawinan – perkawinan pihak lain” (Pasal 2) Unsur 
ini mengandung makna bahwa pasangan dari calon mempelai, 
mengetahui dengan pasti bahwa calon suami/istrinya telah 
memiliki istri/suami yang masih terikat di dalam perkawinan. 
 “Adanya   penghalang yang sah” Unsur ini bermakna bahwa 
kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan perkawinan, 
maka harus terlebih dahulu terpenuhi unsur – unsur pada point ke-2 
dan ke-3. Jika diketahuinya bahwa adanya salah satu pasangan yang 
masih terikat secara sah di dalam perkawinan dengan orang lain maka 
unsur ini sudah terpenuhi. 
 
5.  Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Suatu Akta Autentik 
  Dalam KUHP menempatkan keterangan palsu dalam akta 
autentik (suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syrat – syarat 
yang ditetapkan undang – undang oleh pegawai umum) diatur dalam 
Pasal 266 KUHP yang merumuskan sebagai berikut : 
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(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu 
seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, 
diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memakai akta autentik tersebut seolah – olah isinya 
sesuai dengan kebenaran, jika Karena pemakaian tersebut 
dapat menimbulkan kerugian. 
 Dalam pasal tersebut di atas, terdapat dua tindak pidana. 
Pertama dalam ayat (1) yaitu tindak pidana yang melarang 
menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik 
untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Kedua dalam ayat 
(2) yaitu tindak pidana yang melarang menggunakan akta auntentik 
yang dibuat pejabat pembuat akta auntentik yang dimaksud dalam 
ayat (1). 
 Perbuatan menyuruh memasukkan keterangan dalam ayat (1) 
yaitu perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu 
keterangan pada seseorang – pejabat pembuat akta autentik, yang 
keterangan itu untuk dimuat ke dalam akta autentik yang dibuat oleh 
pejabat pembuat akta autentik, yang keterangan itu untuk dimuat 
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kedalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta autentik 
tersebut. 
  Mengenai siapa (subjek hukum) yang disuruh untuk 
memasukkan keterangan palsu itu, dapat diketahui dari kalimat 
“menyuruh mamasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 
autentik….”. orang yang disuruh tersebut adalah orang (pejabat) yang 
membuat akta autentik itu sendiri”  
  Objek tindak pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah 
keterangan mengenai sesuatu hal yang isinya palsu, sesuatu 
keterangan yang bertentangan dengan kebenaran. Tidak semua hal 
atau kejadian berlaku disini, melainkan suatu hal / kejadian yang harus 
dibuktikan oleh akta autentik tersebut. Sedangkan objek pada Pasal 
266 ayat (2) KUHP yaitu hanya akta autentik yang memuat suatu hal / 
kejadian palsu yang dimuat atas permintaan si pembuat sebagaimana 
yang dimaksud dalam ayat 2. 
  
6. Tindak Pidana Perzinahan 
 Tindak pidana perzinahan atau overspal yang dimaksudkan 
dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP merupakan suatu opzettleijk delict atau 
suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Artinya 
unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku, agar 
ia dapat dinyatakan  telah memenuhi unsur kesengajaan dalam 
melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana 
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perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau 
b dan angka 2 huruf a atau b KUHP. 
 Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam 
bentuk maksud untuk melakukan perzinahahan pada diri pelaku 
ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan 
putusan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.   
 Sehubungan dengan perkawinan poliandri, hal yang tidak 
dibenarkan dalam sudut pandang apapun tetapi terjadi di beberapa 
masyarakat karena menggap dirinya telah bercerai secara agama. 
Namun menurut hukum suatu perceraian dikatakan sah apabila terjadi 
didepan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 39 Undang – Undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apabila terjadi 
perkawinan lagi tanpa melakukan perceraian sesuai ketentuan 
Undang – Undang Perkawinan, maka menurut hukum hal tersebut 
merupakan suatu perzinahan, karena dianggap perkawinan yang 
dilakukannya tidak pernah terjadi. 
 Sekalipun perkawinan tersebut dilakukan dengan perkawinan 
sirri’ yang pengertian secara luasnys dianggap sah karena termasuk 
perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi 
belum / tidak dicatatkan. Hal tersebut tetap dianggap tidak sah dalam 
hukum positif. (Neng Djubaidah, 2012;345) 
 Menurut Hadis Umar bin Khattab perkawinan sirri’ dianggap 
tidak sah. Pengertian secara sempit Perkawinan sirri merupakan 
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perkawinan yang disembunyikan dan tidak terpenuhinya rukun dan 
syarat perkawinan berdasarkan hukum islam (hanya disaksikan oleh 
seorang laki – laki dan seorang perempuan). Jika perkawinan itu tetap 
dilanjutkan, menurut Umar bin Khattab mereka termasuk melakukan 
zina (Neng Djubaidah, 2012 ; 154) 
 Zinah adalah Persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki atau 
perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki – laki yang 
bukan istri atau suaminya. Untuk menjerat Pasal 284 KUHP, maka 
persetubuhan ini harus dilakukan dengan suka sama suka, dan tidak 
boleh ada paksaan dari salah satu pihak.  
 Yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo 
adalah peraduan antara kemaluan laki – laki dan perempuan yang 
biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki – laki 
harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga 
mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad, Tanggal 5 
Februari  1912 (W.9292). (R. Soesilo, 1995:209) 
 Tentunya tidak setiap perbuatan mengadakan hubungan alat – 
alat kelamin oleh dua orang dari jenis kelamin yang berbeda harus 
dipandang sebagai perzinahan, misalnya yang dilakukan oleh seorang 
suami dengan istrinya atau yang dilakukan seorang suami dengan 
istrinya atau yang dilakukan seorang istri kepada suaminya. 
 Dari hal – hal diatas, kiranya diketahui bahwa yang disebut 
perzinahan oleh pembentukan undang – undang telah dikaitkan 
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dengan adanya suatu hubungan yang sifatnya tetap dan berlangsung 
dalam tenggang waktu yang relative lama antara seorang pria yang 
telah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya antara 
seorang wanita yang telah menikah dengan seorang pria yang bukan 
suaminya, yang dilakukan baik bagi seorang pria maupun oleh 
seorang wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan 
istrinya atau dengan suaminya. 
 Walaupun Perbuatan zina yang dilakukan dinilai tidak merusak 
ketertiban dan keamanaan masyarakat, tidak bersifat publik tetapi 
privat, namun hal itu tetap dianggap delik karena perbuatan zina yang 
dilakukan oleh dan/atau terhadap orang yang terikat dalam 
perkawinan dapatmengganggu atau merusak hubungan pasangan 
suami istri bersangkutan, selain itu dapat mengakibatkan kehamilan 
perempuan yang nantinya asal – usul dari anak yang dilahirkan tidak 
jelas (Neng Djubaedah, 2010 : 84 – 85) 
   Ketentuan pidana yang mengatur mengenai dilarangnya suatu 
perzinahan yang merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan 
dan norma kesopanan terdapat pada Pasal 284 ayat (1) KUHP,  yang 
rumusannya adalah sebagai berikut : 
(1) Dihukum penjara selama - lamanya Sembilan bulan : 
 1e.a. Laki – laki yang beristri, berbuat zina sedang 
diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang – Undang Hukum 
Perdata (Sipil) berlaku padanya 
(2) Perempuan yang bersuami berbuat zina 
 2e.a. Laki – laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang 
diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami 
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(3) Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan 
perbuata itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri 
dan Pasal 27 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (sipil) 
berlaku pada kawannya itu. (R.Soesilo 1995 : 208) 
 Berdasarkan pasal tersebut, dikemukakan bahwa pasal ini 
adalah suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut 
apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan 
(yang dimalukan). Selama perkara itu belum diperiksa dimuka sidang 
pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik 
kembali (R. Soesilo, 1995:209) 
 Tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang 
dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap 
kesusilaan. Ketentuan – ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV, 
mengenai kejahatan – kejahatan terhadap kesusilaan ini  sengaja 
dibentuk oleh pembentukan undang – undang dengan maksud untuk 
melindungi orang – orang dari tindakan – tindakan asusila dan 
perilaku – perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan 
yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan 
pandangan orang tentang kepatuhan – kepatuhan di bidang seksual, 
baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari 
segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual 
mereka. Kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang 
baik, tetapi khusus yang sedikit banyak juga me ngenai kelamin (sex) 
seorang manusia.  
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 Dengan demikian, pidana mengenai tindak pidana kesusilaan 
semesinya hanya perbuatan – perbuatan yang melanggar norma – 
norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap 
kesusilaan. Akan tetapi, menurut Roeslan Saleh pengertian kesusilaan 
hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang 
seksual saja, tetapi juga meliputi hal – hal lain yang termasuk dalam 
pengusaan norma- norma bertingkah laku dalam pergaulan 
masyarakat. (Agus Hutabarat.2009.Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak 
Pidana Perzinahan. https://penalstudyclub.wordpress.com/ 2009/03/27/kebijakan-
hukum-pidana-dalam-tindak-pidana-perzinahan/ [20 November 2014]) 
 
C. PERKAWINAN 
1. Pengertian Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 
 Perkawinan  Menurut Pasal 1 UUP adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 Syarat – syarat Perkawinan (Pasal 6 Undang – Undang Nomor 
1 Tahun 1974), yaitu : 
1. Perkawinan Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua 
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3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehendaknya, maka izin dimaksud dari ayat (2) pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 
yang dapat menyatakan kehendaknya.  
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka 
izin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau 
keluarga yang mempunyai hubungan darah 
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang – orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang 
atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, 
maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang 
yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang – orang tersebut dalam ayat ayat (2), (3) dan 
(4) pasal ini. 
6. Ketentuan tersebut di atas berlaku sepanjang hukum masing – 
masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain. 
 Syarat – syarat Perkawinan (Pasal 6 Undang – Undang Nomor 
1 Tahun 1974), yaitu : 
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1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 
umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (Enam Belas) Tahun. 
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita 
3. Ketentuan – ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau 
kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) 
Undang – undang ini berlaku juga dalam hal permintaan 
dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi 
yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (6) ini. 
 Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinan menurut Agamanya dan Kepercayaannya itu selain 
Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatatat perkawinan pada 
kantor catatan sipil, dan setiap orang yang akan melangsungkan 
perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai 
pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. 
 Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon 
mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya , sekurang – kurngnya 10 
hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan pemberitahuan menuat 
nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai 
dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan 
juga nama istri atau suami terdahulu. 
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Dalam hal ini Pegawai Pencatatan meniliti pula : Kutipan akte 
kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. 
 
2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 
 Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah 
dan juga disuruh oleh Nabi. Perkawinan mitsaaqaan adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ghoolidhan untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. 
Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, warahmah. Setiap perkawinan harus dicatat dan hanya 
dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai 
pencatat nikah, dan putusnya perkawinan selain cerai mati hanya 
dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan 
Agama. 
 Untuk melaksanakan Perkawinan harus ada (Menurut Pasal 14 
Kompilasi Hukum Islam) : 
1. Calon Suami 
2. Calon Istri 
3. Wali Nikah 
4. Dua orang saksi 
5. Ijab dan Kabl 
 Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat 
yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih 
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tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari 
segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga 
dengan larangan perkawinan. 
 Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan 
ini adalah orang – orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. 
Yang dibicarakan disini ialah perempuan – perempuan mana saja 
yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki – laki atau sebaliknya laki 
– laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. 
 Keseluruhannya telah diatur dalam Al-Qur’an dan dalam Hadis 
Nabi, Larangan perkawinan itu ada dua macam : 
1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya 
dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki – 
laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. 
Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad 
2. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti 
larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu 
ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudh beruvah ia 
sudah tidak lagi menjadi haram, larangna dalam bentuk ini 
disuebut mahram mauaqqat (Amir Syarifuddin, 2009;109-110) 
 Dalam ketentuan undang – undangan Halangan yang dimaskud 
diatur pula dalam  Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yang 
merumuskan : 
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Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita karena keadaan tertentu : 
1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu 
perkawinan dengan pria lain 
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan 
pria lain 
3. Seorang wanita yang tidak beragama islam. 
 Maka Bersuami lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan 
tanpa adanya peceraian di depan pengadilan dianggap tidak sah oleh 
hukum karena mengakibatkan status anak menjadi tidak jelas 
nantinya. Namun apabila perkawinan diketahui oleh suami 
sebelumnya maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, hal ini daitur 
pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang merumuskan : 
Perkawinan dapat dibatalkan, apabila : 
1. Seorang suami melakukan Poligami tanpa izin dari Pengadilan 
Agama 
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 
menjadi istri pria lain. 
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari 
suami lain 
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang -  Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 yaitu laki – laki 19 tahun dan wanita 16 
tahun.   
5. Perkawinan dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak 
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 
 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas 
putusan pengadilan. Putusnya  perkawinan yang disebabkan karena 
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan 
perceraian. 
 Maka dalam hal ini seorang wanita yang hendak menikah lagi 
harus memiliki bukti perceraian yang sah dari pengadilan agama. Agar 
perkawinan yang akan dilakukan sah di mata hukum. 
 
3. Perkawinan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 
 Menurut Pasal 27 KUHPerdata ditentukan bahwa pada waktu 
yang sama, seorang laki- laki hanya boleh terikat perkawinan dengan 
seorang perempuan saja dan begitu pula sebaliknya. 
 Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki – 
laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang – 
undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperedataan, 
demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek, artinya bahwa suatu 
perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat -  
syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata, dan syarat- syarat serta 
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peraturan agama dikesampingkan, karena semata- mata hanya 
melihat dari faktor yuridisnya saja. 
 Syarat – syarat perkawinan menurut kitab undang – undang 
hukum perdata, yaitu : 
a. Kedua Pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam 
undang – undang, yaitu lelaki 18 tahun dan wanita 15 tahun. 
b. Adanya persetujuan bebas antara kedua pihak 
c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus 
lewat 300 hari sesudah putusan perkawinan pertama 
d. Tidak ada larangan dalam undang – undang bagi kedua pihak 
e. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orang 
tua walinya. 
 Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan terlebih  
dahulu, yaitu : 
a. Pemberitahuan (aangifte) tentang kehendak akan kawin kepada 
pegawai pencatat sipil (Ambtenaar Burgerlijke Stand), yaitu 
pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan. 
b. Pengumuman (afkondiging) oleh pegawai tersebut tentang akan 
dilangsungkan pernikahan itu. 
 
 Pada asasnya bagi perkawinan kedua, ketiga dan selanjutnya 
berlaku peraturan – peraturan yang sama sebagaimana diuraikan 
diatas, hanya undang – undang memberikan peraturan – peraturan 
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yang bermaksud melindungi anak – anak yang berasal dari 
perkawinan pertama sehingga mereka tidak sampai dirugikan terlalu 
banyak oleh perkawinan kedua ayah atau ibu mereka. 
 
4. Asas – Asas Perkawinan 
a. Asas Perkawinan Menurut KUHPerdata 
 Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat 
dilanggar. 
 Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus 
dilakukan di depan pegawai catatan sipil. 
 Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki 
dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga. 
 Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan undang-undang. 
 Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban 
suami dan isteri. 
 Perkawinan menyebabkan pertalian darah. 
 Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan 
isteri itu. 
b. Asas – Asas Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 
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 Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 
1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan 
isteri. 
 Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). 
(Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri 
dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, 
namun  ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 
1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5) 
 Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga 
batiniah. 
 Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang 
ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974). 
 Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan 
istaeri. 
 Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari 
perkawinan tersebut. 
 Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri 
tersebut. (Obrolan Hukum,2011. http://ngobrolinhukum.com/2011/05/14/ 
asas-asas-perkawinan/. [28 November 2014]) 
c. Asas – Asas Perkawinan Menurut Hukum Islam 
 Asas Personalitas Keislaman (Berdasarkan perkawinan Islam di 
Indonesia sesuai pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang – Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf 
c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam) 
 Asas Kesukarelaan, dalam perkawinan merupakan unsur 
penting untung kedua calon mempelai dan kedua orang tua 
masing – masing calon mempelai, terutama pada wali pihak 
perempuan karena wali nikah salah satu rukum perkawinan 
yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 
Kompilasi Hukum Islam 
 Asas Persetujuan, asas yang menghormati hak asasi manusia 
sehingga dalam memilih pasangan diberikan kebebasan 
melalui pernyataan menerima atau pinangan psangannya. 
 Asas Kebebasan Memilih Pasangan, asas ini rangkaian dari 
asas persetujuan dan kesukarelaan. 
 Asas Kemitraan, asas ini untuk membentuk rumah tangga yang 
sakinah , mawaddah dan rahmah 
 Asas Monogami Terbuka, asas yang hanya boleh melakukan 
poligami dmana seorang laki – laki boleh memiliki istri lebih dari 
satu orang dan paling banyak empat orang istri. 
 Asas untuk Selama – lamanya,asas ini yang memaknai tujuan 
perkawinan yang sebenarnya, yaitu perkawinan adalah untuk 
selama – lamanya, bukan untuk sementara waktu atau untuk 
sekedar bersenag – senang. (Neng Djubaidah, 2012;94-105) 
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D. PERCERAIAN 
1. Pengertian Perceraian 
 Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 
pisah; putus hubungan sebagai suami – istri; talak. Sedangkan kata 
“perceraian” mengandung arti perpisahan; perihal bercerai (antara 
suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak 
bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; berhenti berlaki – bini 
(suami istri). 
Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 
yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus 
karena kematian, perceraian, dan atau putusan pengadilan” 
Jadi istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, 
yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau 
berhenti berlaki – bini (Suami istri) sebagaiana diartikan dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia diatas. (Muhammad Syaifuddin dkk, 2014;15) 
 Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai aturan 
hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya : 
a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri 
untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka 
b. Perstiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, 
yaitu kematian suami suami atau istri yang bersangkutan, yang 
merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh 
Tuhan yang Maha Kuasa 
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c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang 
berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami 
dan istri. 
 Adapun Menurut abdul kadir Muhammad, putusnya suatu 
perkawinan Karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan 
putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu cerai 
gugat (khulu’) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan 
pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal. (Muhammad 
Syaifuddin, 2014;15-16) 
 Cerai gugat (khulu’) berasal dari bahasa Arab, Khulu’ yang 
secara etmologi berarti meninggalkan atau membuka pakaian, karena 
dalam surat al – Baqarah (2) ayat 187 menyatakan “Mereka 
merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi 
mereka”  . jadi khulu’ merupakan salah satu bentuk dari putusnya 
perkawinan. ( Amir Syarifuddin, 2009;231 ). 
 Cerai gugat (khulu’) dalam hukum islam dikenal dengan “talak 
tebus”, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran 
dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya 
kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat 
dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginannya 
untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada 
suaminya. (Muhammad Syaifuddin dkk, 2014;17) 
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 Talak atau Thalaq secara harfiyah berarti lepas dan bebas. 
Dihubungkannya kata Thalaq dalam arti kata ini dengan putusnya 
perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya 
atau masing – masing sudah bebas. (Amir Syaifuddin, 2003;198) 
 Selain itu, kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang 
umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan 
oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang 
jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami 
atau istri. Talak juga mempunyai arti yang khusus yaitu “perceraian 
yang dijatuhkan oleh pihak suami”. (Muhammad Syaifuddin dkk, 
2014;17) 
 Adapun perceraian menurut agama selain hukum islam, yang 
telah pulah dipositifkan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan dijabarkan 
dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya 
diajukan oleh dan atas inisiatif suami dan istri kepada pengadilan 
negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya 
terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh 
pegawai pencatat di kantor catatan sipil. ((Muhammad Syaifuddin dkk, 
2014;20) 
 
2. Asas – Asas Perceraian 
 Kata Asas atau prinsip identik dengan principle yang erat 
kaitannya dengan principium (kata latin) yang berati permulaan, awal, 
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mula sumber, asal, pangkal, pokok, dasar dan sebab. Adapun asas 
atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, 
sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk 
mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan  
 Keberadaan asas hukum adalah condition sine qua non bagi 
norma hukum, karena mengandung nilai – nilai moral dan etis yang 
mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai – nilai 
filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai – nilai sosiologis 
yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, 
serta nilai – nilai yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku. 
(Muhammad Syaifuddin dkk, 2014;27-29) 
 Sesuai asas – asas hukum perkawinan yang telah dijelaskan 
sebelumnya, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas 
hukum perceraian sebagai berikut : 
 Asas mempersukar proses hukum perceraian, asas ini 
diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut 
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir 
batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari tujuan 
perkawinan itulah asas ini dibuat untuk mempersukar 
perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan 
berakibat gagalnya ikhtiar perkawinan yang sebenarnya. 
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 Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum 
perceraian, asas ini mengandung arti asas hukum dalam UU 
No. 1 tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang – 
undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai 
lembaga hukum yang dilibatkan dala proses hukum 
perceraian, menurut Titon Slamet Kurnia tujuan hakiki dari 
adanya peraturan ini untuk menciptakan kepastian hukum. 
 Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan 
setelah proses hukum perceraian, asas ini sehubungan 
dengan tujuan UU No. 1 tahun 1974 untuk melindungi istri 
(wanita) dari kesewenang – wenangan suami (pria) dan 
mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan istri (wanita) 
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga 
sederajat dengan suami (pria), begitupun sebaliknya. Jadi, 
yang dilindungi secara seimbang oleh UU No. 1 tahun 1974 
adalah pihak yang lemah baik istri (wanita) maupun suami 
(pria) yang menderita akibat kesewenag – wenangan 
sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga. (Muhammad 
Syaifuddin dkk, 2014;36-50) 
 
3. Alasan – Alasan Perceraian 
 Menurut hukum perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. 
Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk 
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melakukan  suatu perceraian. Hal itu sangat mendasar, terutama bagi 
pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian 
layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan 
yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian. (Muhammad 
Syaifuddin dkk, 2014;175-176) 
 Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna 
putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan 
berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri 
tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh 
Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan 
perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan 
lagi. 
 Perceraian harus disertai dengan alasan – alasan hukum 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 
1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, 
yaitu : 
 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan; 
 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun 
berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang 
sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 
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 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain; 
 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami istri; 
 Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. (Muhammad Syaifuddin dkk, 2014;181) 
 
E. PIDANA DAN PEMIDANAAN 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
 Pidana  berasal dari kata straf (Belanda)  yang  disebut  dengan 
istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena 
hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.  Pidana lebih 
tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan 
/ diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai 
akibat hukum (Sanksi) baginya atas perbuatan – perbuatannya yang 
telah melanggar larangan hukum pidana. (Adami Chazawi, 2012;24) 
 Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum seperti 
yang telah dijelaskan diatas. Sedangkan “Pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap 
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seorang penjahat yang mengandung konsekuensi – konsekuensi 
positif agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain 
takut takut melakukan kejahatan serupa. (Amir Ilyas, 2012;95) 
 Menurut Adami Chazawi teori pemidanaan dapat 
dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu : 
1. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
2. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien) 
3. Teori Gabungan (vernegins theorien) 
 Dalam masalah pemidanaan dikenal dua system atau cara 
yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S  Belanda  sampai  pada 
Jaman sekarang yakni dalam KUHP : 
1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya di 
dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat 
ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya 
mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan 
dibalik tembok penjara. 
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina 
untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / resosialisasi. 
(Adami Chazawi, 2012;24) 
 
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
 Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut 
dengan teorekenbaardheid atau  criminal responsibility yang menjurus 
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kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan 
apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan 
atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. (Amir Ilyas, 
2012;73) 
 Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi 
unsure – unsurnya yang telah ditentukan dalam undang – undang. 
Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (Diharuskan) 
seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan – 
tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. 
 Maka dari itu, untuk  dilihat dari sudut kemampuan bertanggung 
jawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” 
yang dapat dipertanggung jawan pidanakan. 
Unsur – Unsur Pertanggung Jawaban Pidana : 
a. Mampu bertanggung jawab 
Menurut E.Y. Kenter  dan S.R Sianturi “Kemampuan 
bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan 
“jiwa” (geestelijke vermogens) dan bukan kepada keadaan dan 
kemampuan “berfikir” (verstanddelijke vermogens)  dari seseorang, 
walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 
KUHP adalah verstanddelijke vermogens. Untuk terjemahan dari 
verstanddelijke vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan dan 
kemampuan jiwa seseorang” 
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b. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan 
atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan 
dengan mampu bertanggung jawab. 
Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan 
kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak 
pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu 
mrmuat 4 (empat) unsur, yaitu : 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan / kelalaian (culpa) 
Kesalahan selalu ditujukan pada pebuatan yang tidak patut, 
yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau 
tidak melakukan sesuatu  yang seharusnya dilakukan. (Amir Ilyas, 
2012;75-78) 
 
c. Tidak Ada Alasan Pemaaf 
 Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi 
hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui 
ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan 
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dilakukannya tindakan dan dan dapat menentukan apakah akan 
dilakukannyya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan 
(akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu 
adalah “sengaja” atau “alpa”, dan untuk penentu tersebut bukan 
sebagai akibat dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu 
berada diluar kehendaknya sama sekali. 
 Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat 
“alasan pemaaf” yaitu kemampuan bertanggungjawab bentuk 
kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya 
atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam 
pengertian kesalahan (schuld). 
 Menurut Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak 
dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak” kesalahan 
petindak adalah merupakan bagian dalam arti kehendak tersebut. 
Asas yang timbul dari padanya ialah “Tiada pidana, tanpa 
kesalahan”. (Amir Ilyas, 2012;86-87) 
 
3. Teori – Teori Tujuan Pemidanaan 
 Teori – teori pemidanaan berhubungan langsung dengan 
pengertian hukum pidana subjectif (subjectif recht)  yaitu suatu hak 
atau kewenangan Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan 
pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam 
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hukum pidana, sedangkan pidana objektif yaitu larangan dalam hukum 
pidana. 
 Teori – teori pemidanaan seringkali digunakan oleh jaksa untuk 
membuat tuntutan atau hakim yang hedak menjatuhka pidana berat 
atau ringan. (Adami Chazawi, 2012;156-157) 
 Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, 
namun yang banyak itu dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan 
besar, yaitu : 
1. Teori Absolut 
Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan 
berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan 
pidana padanya yang telah melakukan penyerangan atau 
perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, 
masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Maka dari itu ia 
harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang 
dilakukannya. (Adami Chazawi, 2012;157) 
Menurut Kant pembalasan atau suatu perbuatan melawa 
hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan 
keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan 
pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. (Amir Ilyas, 
2012;98) 
Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana 
mempunyai dua arah, yaitu : 
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 Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari 
pembalasan) 
 Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan 
dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari 
pembalasan) (Adami Chazawi, 2012;158) 
 
2. Teori Relatif 
Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum  dari  
pidana terletak pada tujuan pidana itu senditi. Oleh karena 
pidana itu mempunyai tujuan – tujua tertentu, maka disamping 
tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa 
mempertahankan ketertiban masyarakat (de handhaving der 
maatshappeljikeorde). (Amir Ilyas, 2012;99) 
Mengenai cara pencapaian tujuan itu ada beberapa paham 
yang merupakan aliran – alira dari teori tujuan yaitu Prevensi 
Khusus dan Prevensi Umum.  
Prevensi Khusus adalah pencegahan kejahatan melalui 
pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku 
terpidana untuk tidak melakuka tindak pidana lagi. 
Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan 
harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang 
lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan Prevensi 
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Umum pengaruh pidananya untuk mempengaruhi tingkah laku 
anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.  
Adapun menurut Van Hemel bahwa teori pencegahan umum 
ini ialah pidana yang ditujukan agar orang – orang menjadi 
takut untuk berbuat jahat. (Amir Ilyas, 2012;99-100) 
 
3. Teori Gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, 
dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan 
pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua 
golongan besar, yaitu : 
 Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, 
tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas 
dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat 
dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
 Teori gabungan ini yang mengutamakan perlindungan 
tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas 
dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada 
perbuatan yang dilakukan terpidana (Adami Chazawi, 
2012;166) 
 Van Bemmelan yang menganut teori gabungan ini, 
menyatakan bahwa : 
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“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan 
mengamankan masyarakat, sementara Tindakan bermaksud 
mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi Pidana dan 
Tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk 
mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.” 
(Amir Ilyas, 2012;102) 
 
4. Jenis – Jenis Pidana 
 Hukum Pidana Indonesia mengenal 2 (dua)  jenis  pidana  yang  
diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni : 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana Mati; 
b. Pidana Penjara; 
c. Pidana Kurungan dan 
d. Pidana Denda 
2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak – hak tertentu 
b. Perampasan barang – barang tertentu dan 
c. Pengumuman putusan hakim  
 Perbedaan antara Pidana Pokok dn Pidana Tambahan yakni 
sebagai berikut : 
 Pidana Tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana 
pokok, kecuali dalam hal perampasan barang – barang tertentu 
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terhadap anak –anak yang diserahkan kepada pemerintah. 
(Pidana tambahan ini ditambahkan buka kepada pidana pokok 
melainkan pada tindakan) 
 Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana 
halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana 
tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun 
tidak) 
 Mulai berlakunya pencabutan hak – hak tertentu tidak dengan 
suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari 
putusan hakim dapat dijalankan. (Amir Ilyas, 2012;107-108) 
 Berikut penjelasan tentang jenis – jenis dari pidana tersebut 
diatas sebgai berikut : 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana Mati 
Dalam KUHP dimasukkan dalam urutan pertama dalam 
jenus pidana pokok yang alternative dengan hukuman seumur 
hidup atau penjara selama – lamnaya dua puluh tahun (Pasal 
340 KUHPidana). 
Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan 
dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan 
denan tembak sampai mati, menurut ketentuan – ketentuan 
dalam UU No. 2 (Pnps) tahun 1964 (Pasal 11 KUHPidana) 
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b. Pidana Penjara 
Pada prinsipnya hukuman penjara ini (baik untuk seumur 
hidup maupun penjara untuk sementara waktu) merupakan 
alternative dari pidana Mati, sebagaimana manurut P.A.F 
Lamintang mendefinisikan bahwa “Bentuk pidana penjara 
adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak 
dari seorang terpidana, yang dilakukan degan menutup orang 
tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan 
mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata 
tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang 
dikaitkan denan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang 
telah melanggar peraturan tersebut. 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka 
secara otomatis ada beberapa hak -  hak kewarganegaraan 
yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk memilikh dan dipilih 
(dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memengang 
jabatan publik dan lain – lain. (Amir Ilyas, 2012;110-111) 
 
c. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan 
kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan 
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bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang 
tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) 
KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan – 
urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan 
menempati urutan ketiga. Lama hukuman kurungan adalah 
sekurang – kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, 
sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 18 KUHPidana. 
Menurut Vos dalam Andi Hamzah dijelaskan bahwa, pidana 
kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu  
1. Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan 
beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu 
(Pasal 182 KUHP) dan paiit sederhana (Pasal 396 KUHP). 
Pasal – Pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh 
yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan. 
2. Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan 
untuk delik pelanggaran. (Amir Ilyas, 2012;112-113) 
 
d. Pidana Denda 
Pidana  denda  merupakan  bentuk   pidana   tertua   bahkan  
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lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana 
mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah 
dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim / Pengadilan untuk 
membayar sejumlah uang tertentu, oleh karena itu ia telah 
melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana 
Menurut P.A.F Lamintang, bahwa : 
Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II 
KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) yang telah 
diancamkan baik bagi kejahatan –kejahatan maupun bagi 
pelanggaran – pelanggaran. Pidana denda ini juga 
diancamkan baik satu – satunya pidana pokok maupun secara 
alternative dengan pidana penjara saja, atau alternative 
dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama – sama. 
(Amir Ilyas, 2012;113-114) 
 
2. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri 
kecuali dalm hal – hal tertentu dalam perampasan barang – 
barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya 
dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. (Amir Ilyas, 2012;114) 
a. Pencabutan Hak – Hak tertentu 
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Mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak – hak 
tertentu diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 
38 KUHP. Pencabutan tentang hak – hak tertentu dalam 
kerangka Pasal 10 KUHP penjatuhan oleh hakim tidak dapat 
dijatuhkan secara terpisah dengan penjatuhan pidana pokok. 
Artinya apabila hakim hendak menjatuhkan pidana berupa 
pencabutan hak tertentu, maka harus seiring dengan 
pencabutan beberapa hak tersebut dengan pidana pokok. 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim 
dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang 
memecat seseorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan 
– aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan 
itu. (Amir Ilyas, 2012;116) 
 
b. Perampasan Barang – Barang Tertentu 
Pidana perampasan barang – barang tertentu merupakan 
jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana 
denda. Ketentuan mengenai perampasan barang – barang 
tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP. (Amir Ilyas, 2012;116) 
Dalam KUHAP istilah perampasan berbeda dengan KUHP, 
dalam KUHAP dikenal dengan istilah “Penyitaan” yaitu 
serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau 
menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak maupun 
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tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk 
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 
peradilan. 
Berdasarkan KUHAP, penyitaan menurut KUHP adalah demi 
untuk kepentingan Negara yang dinyatakan dengan keputusan 
hakim sebagai hukuman tambahan di samping hukuman 
pidana. 
 
c. Pengumuman Putusan Hakim 
 Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP. 
Hal ini dimaksudkan untuk pencegahan agar masyarakat 
terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang 
pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila 
secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal tindak pidana 
tertentu. Didalam KUHPidana, hanya untuk beberapa jenis 
kejahatan saja yang diancam pidana tambahan ini, yaitu 
terhadap : 
1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang – 
barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang 
(Pasal 128 ayat (3) KUHP) 
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang – 
barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan 
sengaja atau karena alpa. (Pasal 206 ayat (2) KUHP) 
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3. Kesembronoan seseorang hingga mengakibatkan orang 
lain luka atau mati (Pasal 361 KUHP) 
4. Penggelapan (Pasal 377 KUHP) 
5. Penipuan (Pasal 395 KUHP) 
6. Tindakan merugikan pemiutang (Pasal 405 ayat (2) KUHP). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto, dipilihnya 
Jeneponto sebagai lokasi penelitian, atas dasar pertimbangan bahwa di 
Kabupaen Jeneponto telah terjadi kasus Poliandri, dan untuk mendapat 
data dan informasi yang lebih akurat diperlukan pengumpulan data dan 
informasi langsung dari lokasi tersebut untuk Penulisan skripsi ini. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis 
sumber sumber data yang diperlukan adalah : 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Dengan memakai dan mengguanakan metode ini diharapkan dapat 
diperoleh bahan – bahan hukum dalam bentuk teori dan gambaran 
umum tentang pokok permasalahan, sehingga dapat dijadikan 
sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan penelitian 
lapangan. 
Disini Penulis akan menelaah dan membahas beberapa literatur 
bacaan yang berhubungan dengan pokok bahasan. Selanjutnya 
bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini, Penulis bagi menjadi 
tiga, yaitu : 
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan – bahan hukum yang menjadi dasar pembahasan dalam 
penulisan ini antara lain Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 
(KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer), 
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Undang – undang Kompilasi Hukum Islam 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Pendukung atau Referensi dalam Penulisan ini. 
Misalnya : Makalah, Artikel, Media Onlien dan sebagainya. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan Pelengkap seperti kamus dan lain – lain. 
 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Bahan – bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 
dilihat bagaimana praktik dilapangan, oleh karena itu penelitian 
lapangan ini dilakukan dibeberapa instansi yaitu Kantor Urusan 
Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jeneponto. Dari 
hasil penelitian ini diperoleh data : 
a. Data Primer, merupakan hasil wawancara penuis dengan 
beberapa responden dari masing – masing instansi tersebut diatas. 
b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak 
langdung melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yang 
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berhubungan dengan masalah – masalah yang akan dibahas 
dalam tulisan ini. 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara (Interview) 
Penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak – pihak yang terkait 
langsung dengan masalah yang dibahas (kasus yang diangkat 
menjadi judul skripsi) 
b. Dokumentasi 
Penulis mengambil data dengan mengamati dokumen – dokumen dan 
arsip – arsip yang diberikan di setiap instansi yang berhubungan 
dengan masalah yang dibahas. 
 
D. Analisa Data 
Metode analisa data didalam studi kasus dilakukan dengan cara 
analisa kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan mendeskripsikan 
untuk memahami makna dibalik data yang tampak atau mencari kualitas 
dari penelitan, sehingga pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan 
penelitian secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat 
khusus menjadi hal yang bersifat umum. 
  
65 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perkawinan Poliandri dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional 
Dari sudut pandang hukum pidana nasional, apakah perkawinan 
poliandri itu merupakan tindak pidana atau bukan ? atau dengan kata lain 
apakah hukum pidana dapat menjangkau perkawinan poliandri sebagai 
suatu perbuatan yang dapat dipidana atau tidak?.  Untuk menentukan 
apakah suatu perbuatan itu tindak pidana atau bukan, maka dalam hukum 
pidana dikenal suatu asas, yakni asas legalitas. Asas legalitas  
menentukan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali 
atas dasar kekuatan  ketentuan pidana menurut undang-undang yang 
sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 1 ayat (1)  KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas.  
Perkawinan poliandri terjadi apabila seorang perempuan 
melakukan perkawinan kedua dan seterusnya, padahal dia masih terikat 
tali perkawinan yang sah dengan laki-laki lain. Secara yuridis, dikatakan 
poliandiri apabila seorang perempuan memiliki dua atau lebih suami yang 
sah. Kalau suami-suaminya itu dari perkawinan siri, maka hal tersebut 
adalah poliandri secara sosiologis. 
Menurut Jumiati, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto (Wawancara 
tanggal 5 Februari 2015) mengatakan bahwa Perkawinan poliandri itu 
adalah perkawinan seorang perempuan terhadap lebih dari satu laki-laki 
secara sah. Sudarto juga memberikan pandangan tentang pernikahan siri, 
66 
 
yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama tetapi tidak dilakukan 
pencatatan di Pegwai pencatat nikah. Perkawinan siri sah menurut 
agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif. 
Dari hasil penelitian Penulis, menemukan beberapa bentuk 
perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga secara de 
facto memiliki dua orang suami. Berikut diuraikan bentuk perkawianan 
yang dilakukan oleh perempuan sehingga mempunyai dua orang suami: 
1. Seorang Perempuan yang telah menikah secara sah menurut UU 
No.1 Tahun 1974, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain 
yang juga tercatat di Pegawai pencatat nikah. 
Bentuk perkawinan seperti ini terjadi apabila perempuan 
tersebut menyembunyikan atau memberikan keterangan palsu dalam 
formulir pendaftaran pernikahan. Jika perempuan tersebut meberikan 
keterangan yang sebenarnya, maka tidak akan terjadi pernikahan 
kedua secara hukum, karena tentu pegawai pencatat nikah tidak akan 
melangsungkan pernikahan tanpa akta cerai dari suami pertama. 
Jika hal ini terjadi, maka ketentuan pidana yang paling tepat 
digunakan untuk menjerat perempuan itu adalah Pasal 279 ayat (2) 
KUHP. 
Pasal 279 KUHP yang rumusannya sebagai berikut  
(1) Dihukum penjara selama – lamanya lima tahun : 
1. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa 
perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah 
baginya akan kawin lagi. 
2. Barangsiapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa 
perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan 
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menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan 
kawin lagi. 
(2) Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan 
yang diterangkan di Pasal 1 ayat (1), menyembunyikan 
kepada pihak yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah 
ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, 
dihukum penjara selama – lamanya 7 tahun. 
(3) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut 
dalam Pasal 335 No. 1-5. 
 
2. Seorang Perempuan yang telah menikah secara sah menurut 
UU No.1 Tahun 1974, kemudian menikah lagi dengan laki-laki 
lain secara siri. 
Berdasarkan penelitian Penulis, jika seorang perempuan 
yang telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki, kemudian 
perempuan tersebut melakukan pernikahan siri dengan laki-laki 
lain, maka perbuatan perempuan tersebut memenuhi unsur delik 
yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. 
Pasal 284 ayat (1) KUHP,  yang rumusannya adalah sebagai 
berikut : 
(1) Dihukum penjara selama - lamanya Sembilan bulan : 
1.a. Laki – laki yang beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, 
bahwa Pasal 27 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 
(Sipil) berlaku padanya 
   b. Perempuan yang bersuami berbuat zina sedang 
diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang – Undang 
Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya. 
 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, 
sedang diketahuinya, bahwa yang turut bersalah telah 
bersuami. 
    b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan 
perbuata itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu 
beristri dan Pasal 27 Kitab Undang –Undang Hukum 
Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu. (R.Soesilo 
1995 : 208) 
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Sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, 
maka unsur “Pasal 27 BW “ dalam Pasal 284 KUHP harus dibaca 
menjadi “Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan”. Dalam undang-undang ini diatur bahwa seorang 
suami boleh melakukan pernikahan lagi (Poligami) tetapi harus 
dengan persetujuan istri, tetapi sama sekali tidak memberikan 
peluang terjadinya perkawinan poliandri. 
Dari hasil wawancara Penulis dengan Prayogi 
Widodo…Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto (Wawancara 
tanggal 4 Februari 2015) mengatakan bahwa jika seorang 
perempuan melakukan penikahan, padahal dia masih terikat tali 
perkawinan yang sah, maka dia dapat dijerat Pasal 279 KUHP.  
Dalam praktik, pasal ini paling sering diterapkan dalam kasus 
perkawinan poligami. 
Menurut Penulis, jika terjadi kasus dimana seorang 
perempuan yang masih terikat perkawinan yang sah, kemudian 
melakukan perkawinan kedua secara siri, maka tidak tepat jika 
diterapkan Pasal 279 KUHP. Unsur delik dalam Pasal 279 ayat (1) 
ke -1 adalah bahwa perempuan tersebut masih terikat perkawinan 
secara sah (perkawinan pertama) kemudian melakukan perkawinan 
kedua. Perkawinan yang dimaksud di sisi adalah perkawinan yang 
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sah menurut ketentuan yang berlaku yakni menurut Undang-
undang no.1 tahun 1974.  
Jika perkawinan kedua itu dilakukan secara siri, maka 
menurut Penulis, perkawinan kedua dianggap tidak ada (menurut 
hukum), sehingga lebih tepat jika yang bersangkutan dikenakan 
Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. 
 
3. Seorang Perempuan yang telah menikah secara siri dengan 
seorang laik-laki, kemudian  menikah lagi dengan laki-laki lain 
secara sah menurut UU No. 1 Tahun 1974. 
Dalam bentuk pernikahan seperti ini, maka perkawinan 
pertama, meskipun dianggap sah menurut agama, akan tetapi tidak 
sah menurut hukum yang berlaku. Pertanyaannya adalah apakah 
perkawinan pertama yang dilakukan secara siri menjadi 
penghalang untuk melakukan perkawinan kedua?  apakah 
perbuatan ini dapat dijerat oleh hukum pidana ? 
Kalau perkawinan siri (Perkawinan pertama) dilakukan 
sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, 
kemudian pernikahan kedua dilakukan setelah berlakunya Undang-
Undang Perkawinan, maka perkawinan pertama yang dilakukan 
secara siri bisa menjadi penghalang terjadinya perkawinan kedua, 
dengan meminta isbat nikah ke pengadilan agama (kalau yang 
melakukan beragama islam). 
70 
 
Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang 
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yakni sebagai 
berikut:  
(1)      Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah 
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.  
(2)      Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan 
Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke 
Pengadilan Agama.  
(3)      Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama 
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :  
a Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian 
perceraian;  
b Hilangnya akta nikah;  
c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah 
satu syarat perkawinan;  
d  Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;  
e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.  
(4)      Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah 
suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak 
yang berkepentingan dengan perkawinan itu.  
 
Jika isbat nikah diminta di Pengadilan Agama untuk 
melakukan perceraian atas pernikahan pertama, kemudian 
melakukan pernikahan kedua secara resmi sesuai undang-undang 
perkawinan, maka tidak ada delik yang terjadi. 
Menurut hemat Penulis, jika perkawinan pertama (secara 
siri) tidak dimintakan isbat nikah untuk kepentingan perceraian, 
maka, perempuan tersebut tidak dapat dijerat Pasal 279 KUHP 
karena kata perkawinan dalam Pasal 279 KUHP harus ditafsirkan 
dalam arti perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. 
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4. Seorang Perempuan yang telah menikah secara siri dengan 
seorang laik-laki, kemudian  menikah lagi dengan laki-laki lain 
juga secara siri.  
 Bentuk perkawinan seperti ini tidak termasuk pengertian 
poliandri secara yuridis, akan tetapi termasuk perkawinan poliandri 
secara sosiologis. 
Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan siri adalah 
pernikahan yang tidak sah menurut hukum. Sehingga apabila 
seorang perempuan yang telah menikah siri, kemudian melakukan 
penikahan kedua dengan cara siri, maka menurut hemat Penulis 
tidak dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP.  Hal ini disebabkan 
karena baik perkawinan pertama maupun perkawinan kedua, 
semuanya tidak diakui oleh Negara sebagai perkawinan.  
  Kemungkinan yang bisa menjerat perempuan tersebut 
adalah turut berzinah jika pasangan nikah sirinya yang kedua telah 
beristri secara sah. Tetapi jika pasangan nikah siri kedua belum 
beristri, maka sulit dijerat Pasal 284 KUHP.  
 
B. Pertanggungjawaban Pidana Perkawinan Poliandri 
Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana berarti yang 
dipersoalkan adalah siapa yang dapat dipidana jika terjadi tindak pidana. 
Orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana 
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sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam 
melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan“, yang 
merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ 
tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld ; actus 
non facit reum nisi mens sir rea ) “. Asas ini memang tidak diatur dalam 
hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di 
Indonesia. Kecuali hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. 
Jadi jika orang telah menlanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau 
dirampas.  
Prof. Moeljatno mengartikannya ; orang tidak mungkin 
dipertanggungjawabkan ( dijatuhi pidana ) kalau dia tidak melakukan 
tindak pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dia 
dapat dipidana. Lebih lanjut Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa orang 
yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak 
mungkin dikenakan pidana, meskipun orang tersebut dikenal buruk 
perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, sangat ceroboh, 
selama dia tidak melanggar larangan pidana. Demikian pula meskipun 
melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana. 
Unsur – Unsur PertanggungJawaban Pidana : 
a. Mampu bertanggung jawab 
   KUHP tidak menjelaskan siapa yang dianggap mampu 
bertanggung jawab, akan tetapi dalam Pasal 44 KUHP disebutkan 
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orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun melakukan 
perbuatan yang dapat dipidana. 
Pasal 44  ayat (1) KUHP (R. Sugandhi, 1980: 50) merumuskan 
sebagai berikut: 
(1) Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab 
kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. 
 
Menurut E.Y. Kenter  dan S.R Sianturi “Kemampuan 
bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” 
(geestelijke vermogens) dan bukan kepada keadaan dan kemampuan 
“berfikir” (verstanddelijke vermogens)  dari seseorang, walaupun 
dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah 
verstanddelijke vermogens. Untuk terjemahan dari verstanddelijke 
vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa 
seseorang” 
b. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan 
mampu bertanggung jawab. 
Kesalahan selalu ditujukan pada pebuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak 
melakukan sesuatu  yang seharusnya dilakukan. (Amir Ilyas, 2012;75-
78) 
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Dalam doktrin, Kesalahan itu terdiri atas kesengajaan (dolus) 
atau kelalaian (culpa). Mengenai Kesengajaan terdapat dua 
pandangan yaitu : 
a. Teori kehendak (wilstheorie). 
b. Teori Bayangan atau pengetahuan (voorstellen theorie). 
Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila 
perbuatan atau akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si 
pelaku. Sedangkan teori bayangan atau pengetahuan menganggap 
kesengajaan itu ada apabila si pelaku pada waktu memulai 
melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang bahwa akibat 
perbuatan akan tercapai, oleh karena itu ia akan menyesuaikan 
perbuatannya dengan akibat itu. Pelaku bias membayangkan 
bahwa dari perbuatannya itu akan muncul akibat yangh dilarang. 
Dalam doktrin, kesengajaan itu terdiri atas tiga macam yaitu: 
a. Sengaja sebagai tujuan/niat (oogmerk). 
Sengaja sebagai niat atau tujuan apabila motif dari 
perbuatan adalah tujuan. Misalnya si A bermaksud 
membunuh si B, lalu dia menembak dengan senjata api. 
Perbuatan menghilangkan nyawa merupakan tujuan si 
pelaku. 
b. Sengaja insyaf akan kepastian (zekerheidsbewustzijn). 
Jenis sengaja ini ada apabila dalam melakukan perbuatan 
untuk mencapai tujuan, si pelaku menyadari bahwa pasti 
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muncul akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang. 
Contoh si bermaksud membunuh si B yang sementara 
berada dalam ruangan kaca. Si A menembak dari luar kaca 
dengan sasaran si B. Dalam melakukan perbuatannya, si A 
sadar bahwa sebelum peluruh menembus badan si A, maka 
terlebih dahulu peluru tersebut akan mengena kaca 
sehingga kaca pecah. Kesengajaan menghilangkan nyawa 
adalah menrupakan sengaja sebagain tujuan, tetapi 
kesengajaan memecahkan kaca adalah sengaja insyaf akan 
kepastian. 
c. Sengaja insyaf akan kemungkinan (dolus eventualis). 
Jenis sengaja ini ada apabila dalam melakujkan perbuatan 
untuk mencapai tujuannya, Palku menyadari bahwa ada 
kemungkinan muncul akibat lain yang juga dilarang oleh 
undang-undang. Contoh kasus (poin b), jika sebelum 
melakukan penembakan, dia sadar bahwa ada 
kemungkinan juga terkena orang lain selain si B yang ada 
dalam ruangan kaca tersebut. 
 
 Bentuk kesalahan yang kedua adalah kelalaian (culpa).  
 Kelalaian itu terjadi karena kurang hati-hati, salah mengambil 
tindakan pencegahan, salah perhitungan, kurang penduga-dugaan 
yang semestinya menurut hukum harus dilakukan. 
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 Culpa dalam doktrin, terbagi atas dua yaitu culpa lata 
(kelalaian berat) dan culpa levis (kelalaian ringan). Culpa lata terdiri 
atas culpa yang disadari dan culpa yang tidak disadari. Culpa levis 
tidak diperhitungkan dalam hukum pidana. 
c. Tidak Ada alasan pemaaf.   
Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan 
kesalahan seseorang. Misalnya Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, 
Pasal 49 (2) KUHP dan Pasal 51 (2) KUHP. 
Dalam kaitannya dengan bagaimana dan siapa yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas terjadinya perkawinan poliandri, maka 
terlebih dahulu Penulis menyebutkan pihak-pihak yang terlibat 
dalam terjadinya perkawinan poliandri. 
1. Seorang perempuan yang telah bersuami, kemudian 
melakukan perkawinan kedua dengan laki-laki lain.  
Perempuan yang sudah bersuami yang melakukan perkawinan 
kedua dapat dipastikan bahwa dia melakukan dengan sengaja, 
karena dia tau bahwa dia belum bercerai secara resmi dengan 
suami pertamanya. Sedangkan si pria, jika dia mengetahui 
bahwa perempuan yang akan menikah dengannya belum 
bercerai dengan suaminya, maka dia juga dikategorikan dengan 
sengaja sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lain halnya 
jika si perempuan menyembunyikan statusnya, maka si laki-laki 
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yang menikah dengannya tidak memiliki kesalahan. Kalaupun 
seharusnya dia (laki-laki)  harus menduga bahwa jangan sampai 
si perempuan itu mempunyai suami, maka tidak ada rumusan 
tindak pidana karena kelalaiannya melakukan perkawinan, 
sehingga laki-laki tersebut tidak bias dipidana. 
2. Seorang laki-laki (bujang) yang menikah dengan seorang 
wanita yang sudah bersuami. 
Jika seorang laki-laki bujang dengan sengaja menikah dengan 
seorang perempuan yang masih terikat perkawinan, maka laki-
laki bujang tersebut mempunyai kesalahan sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.  
3. Seorang laki-laki yang sudah beristri, melakukan perkawinan 
dengan seorang wanita yang sudah bersuami.  
Jika hal ini terjadi, maka laki-laki yang sudah beristri tersebut 
memiliki kesalahan (dolus) dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Poliandri 
Berdasarkan hasil penelitian Penulis, menunjukkan bahwa 
terdapat beberapa factor penyebab terjadinya perkawinan poliandri, 
sebagai berikut: 
a. Faktor Ekonomi 
Hasil dari wawancara Penulis pada Feny Pelaku Poliandri, 
Faktor Kesulitan ekonomi dalam waktu yang lama tanpa ada 
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perubahan kondisi dari ekonominya yang akhirnya mampu 
meninggalkan suaminya dan pergi ke daerah lain. Kemudian di 
tempat tinggalnya yang baru, dia melakukan perkawinan yang 
kedua dengan laki-laki lain yang dianggap mampu memenuhi 
kebutuhan ekonomi keluarga, tanpa melakukan perceraian secara 
resmi dengan suami pertamanya berdasarkan putusan pengadilan.  
 
b. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat. 
 Masih terdapat diantara masyarakat yang belum menyadari 
dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan 
perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya dipandang sekedar soal 
administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan 
segi-segi manfaan dari pencatatan perkawinan tersebut. Masih ada 
yang beranggapan bahwa tanpa melakukan percderaian secara 
resmi t4rhadap perkawinan pertama, tetap bisa melakukan 
penikahan kedua. Mereka tidak memahami bahwa disamping 
undang-undang perkawinan, juga ada hukum pidana yang dapat 
menjeratnya.  
Dari hasil wawancara Penulis dengan salah seorang Pelaku 
perkawinan kedua, tanpa bercerai dengan suami pertama, Friska 
(Wawancara tanggal 9 Februari 2015) bahwa alasan dia melakukan 
perkawinan kedua tanpa menceraikan suami pertamanya adalah 
karena sudah lama tidak bersama sehingga dia menganggap sama 
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dengan sudah cerai, dan melakukan perceraian di pengadilan itu 
sangat merepotkan. 
 
c. Suami Pertama tidak bertanggung jawab 
Pengertian tidak bertanggung jawab dalam hal ini, bukan 
hanya tanggung jawab dari sisi ekonomi yakni pemberian nafkah 
lahir dan kebutuhan keluarga lainnya, akan tetapi suami pertama 
dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 
layaknya seorang suami. Suami tidak memperdulikan istri dan 
anak-anaknya, sehingga mengakibatkan hubungan antara suami 
istri tidak harmonis dan mengakibatkan istri meninggalkan 
suaminya lalu menikah dengan laki-laki lain tanpa bercerai secara 
resmi dengan suami pertamanya. 
 
d. Suami berangkat bekerja jauh dari istrinya. 
Suami yang meninggalkan istri terlalu lama mengakibatkan 
istri berpaling ke laki-laki lain dan melakukan perkawinan, meskipun 
perkawinan keduanya dilakukan secara siri. Berangkat 
meninggalkan istri mengakibatkan kebutuhan seksual istri tidak 
terpenuhi, akhirnya memutuskan menikah dengan orang lain. 
Anehnya karena ketika suami pertamanya kembali, dia tetap 
berkumpul bersama dan suami pertama tidak mengetahui bahwa 
istrinya telah melakukan pernikahan secara siri dengan laki-laki 
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lain. Menurut Febhy (wawancara tanggal 8 Februari 2015) bahwa 
dia melakukan perkawinan kedua tanpa bercerai secara resmi 
dengan suami pertamanya, karena suami pertama terlalu lama di 
tempat kerjanya yang jauh.  
 
Dari beberapa kasus diatas yang Penulis temukan di Kabupaten 
Jeneponto, adapun kasus lain di beberapa daerah yang menjadi faktor 
penyebab perkawinan Poliandri, hal ini sebagai perbandingan buat 
Penulis sebagai tambahan referensi bahwa perkawinan poliandri salah 
satu kasus yang sebenarnya telah banyak terjadi namun tidak pernah 
terkuak di permukaan di Pengadilan Negeri, beberapa faktor tersebut 
antara lain : 
e. Gangguan Pihak Ketiga 
Terdapat kasus di daerah Jawa, dimana seorang suami 
merelakan istrinya menikah dengan laki-laki lain karena masing-
masing sudah tergoda dengan pihak ketiga. Suami mempunyai 
pacar dan istri juga berhubungan dengan laki-laki lain sehingga 
suaminya tidak keberatan jika istrinya menikah dengan laki-laki lain, 
lebih parahnya lagi tidak ada perceraian diantara mereka. 
f.  Suami yang berpoligami 
Adapula Kasus di Madura, Seorang istri yang melakukan 
perkawinan lagi (poliandri) pada hal belum ada putusan jatuh 
perceraian pengadilan agama (masih dalam proses) hal ini 
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diakibatkan karena suami yang melakukan pernikahan poligami 
(dengan cara nikah siri) sehingga istri pertama merasa tidak adil 
dan merasa dzalimi. Namun disaat bersamaan proses di 
pengadilan si wanita tersebut melakukan perkawinan kedua 
(poliandri), pada hal belum ada perceraian yang sah dari 
pengadilan. 
g. Hawa Nafsu yang tinggi 
Sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari hawa nafsu, 
namun ada yang dapat mengontrol ada pula yang tidak. Pada 
dasarnya kejadian perkawinan poliandri diakibatkan karena tidak 
terkontrolnya hawa nafsu seorang istri, yang mungkin saja tidak 
terpenuhinya dari suami pertamanya atau mendapatkan seorang 
laki – laki lain yang lebih mampu memuaskan hasratnya. Kasus 
seperti telah benyak di temui dibeberapa daerah. Karena merasa 
kurang puas dari suami pertamanya (banyak faktor) seingga istri 
mencari orang lain yang mungkin lebih mampu memenuhi 
kepuasannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukakan, maka Penulis menyimuplkan beberapa hal diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Hukum Pidana Nasional dapat menjangkau perkawinan poliandri 
sebagai suatu tindak pidana yakni ketentuan Pasal 279 KUHP dan 
Pasal 284 KUHP. 
2. Oleh karena pelaku perkawinan poliandri adalah orang yang mampu 
bertanggung jawab (tidak memenuhi unsur Pasal 44 KUHP), dan 
perkawinan tersebut dilakukan dengan sengaja (dolus) dan tidak ada 
alasan pemaaf, maka perempuan pelaku poliandri dapat 
dipertanggungjawabpidanakan. Kecuali laki-laki pasangan poliandri 
bisa bebas dari pertanggungjawaban pidana apabila si perempuan 
yang dengan sengaja menyembunyikan identitasnya, sehingga si laki-
laki tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut terikat tali 
perkawinan. Akan tetapi jika laki-laki (pasangan poliandri) mengetahui 
bahwa pasangannya masih terikat tali perkawinan, maka laki-laki 
tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun bisa terjadi 
ada kelalaian pada pihak laki-laki, akan tetapi tidak ada rumusan delik 
karena kelalaian melakukan penikahan dengan perempuan yang 
sudah bersuami.  
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3. Faktor penyebab terjadinya perkawinan poliandri adalah faktor 
ekonomi, Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum 
Masyarakat, Suami tidak bertanggung jawab, Suami berangkat 
bekerja jauh dari istrinya, dan Gangguan Pihak Ketiga. 
 
B. S a   r a  n 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis menyarankan beberapa hal 
sebagai berikut : 
1. Dengan terjadinya fenomena perkawinan poliandri, maka dipandang 
perlu pihak terkait (Pegawai Pencatat Nikah KUA) dan Dinas Catatan 
Sipil melakukan penyuluhan tentang ketentuan perkawinan dan 
perceraian serta dampak hukum atas pelanggaran ketentuan tersebut. 
2. Diperlukan kehati-hatian bagi petugas pencatat nikah dalam 
memeriksa kelengkapan berkas persiapan perkawinan.  
3. Seyogyanya untuk pembaharuan KUHP diatur khusus dan lebih 
spesifik mengenai aturan mengenai pelaku perkawinan poliandri serta 
pelaku – pelaku yang turut serta baik itu karena kelalainnya atau 
kesengajaannya, agar norma – norma masyarakat lebih tertib dan 
damai,. 
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